
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 50 TAHUN 2019 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai 
perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan 
melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja 
pegawai; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang 
belum cukup mengakomodir akselerasi peningkatan 
kinerja pegawai sehingga perlu dilaksanakan 
penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam 
Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Un dang-Un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana te1ah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Un dang-Un dang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penge10laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor II/D); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
1. Bupati adalah Bupati Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jombang. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah. 

4. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Jombang. 

5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 
yang selanjutnya disingkat BKDPP adalah Badan 
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Jombang. 

6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Jombang. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

8. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen 
Perubahan Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut 
DPA atau DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupten 
Jombang. 
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10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jombang. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya sebut 
CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang se1anjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 
ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 

15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 

16. Jabatan Administrasi adalah seke1ompok Jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 
kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi 
jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas 
jabatan. 

19. Nilai jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi 
jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan 
untuk penentuan ke1as jabatan. 

20. Kelas jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan 
organisasi. 

21. Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai yang 
selanjutnya disebut Pokok TPP adalah besaran Tambahan 
Penghasilan Pegawai maksimal yang diberikan 

22. Produktivitas kerja adalah aktivitas atau kegiatan 
yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu, 
menghasilkan keluaran (output) sebagai 
dukung/bukti pekerjaan dilakukan. 

kerja 
yang 
data 
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23. Aktivitas kerja adalah aktivitasjkegiatan kerja harian yang 
dilaksanakan oleh pegawai setiap hari, berupa 
pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi, 
pelaksanaan tugas berdasar Rencana Kerja Tahunan dan 
pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan 
langsung. 

24. Validasi aktivitas kerja adalah proses pemberian penilaian 
oleh atasan berupa setuju atau tidak setujujmenolak 
setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan. 

25. Po in adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis 
aktivitas kerja. 

26. Kedisiplinan Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi 
ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban 
menghindari larangan yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan danjatau peraturan 
kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman 
disiplin. 

27. Prestasi kerja PNS adalah hasil kerja PNS yang dicapai 
oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan 
Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerjanya. 

28. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP 
adalah rencana kerja kerja dan target yang akan dicapai 
pegawai. 

29. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 

30. Cuti PNS yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan 
tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 
tertentu. 

31. Jam kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

32. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara efektif 
digunakan untuk berproduksi. 

33. Surat Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat 
oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa 
seluruh pengeluaran yang dipergunakan untuk 
pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai telah 
dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk 
mengembalikan kepada Kas Umum Daerah apabila 
terdapat kelebihan pembayaran. 

34. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt. adalah 
PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan 
struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan 
berhalangan tetap. 

35. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah 
PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan 
struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan 
berhalangan sementara. 
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36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disebut SPP adalah dokumen yang dibuat / diterbitkan 
oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran 
atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja 
untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbitan 
SPM yang bersangkutan. 

37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

38. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan 
rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, 
termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

39. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan 
yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 
dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retsibusi. 

40. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan diluar 
kemampuan/kendali manusia dan tidak dapat 
dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan 
sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan 
sebagaimana mestinya. 

41. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

(1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja 
serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan 
kesejahteraan pegawai. 

(2) Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah: 
a. terwujudnya peningkatan etos kerja, produktivitas dan 

pre stasi pegawai; 
b. terwujudnya peningkatan disiplin pegawai; dan 
c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai. 

BAB III 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasa13 

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan tambahan 
penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan pegawai 
yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah. 




































